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BUPATI BANGKA 
 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA 

NOMOR 15 TAHUN 2012 

TENTANG 
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN 

 
DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 

 
BUPATI BANGKA, 

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna 
mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan 
penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan kepada dunia usaha; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan 
Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 
Tahun 2009, dimana untuk penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan tidak dapat dipungut retribusi;   

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka Surat Izin Usaha Perdagangan perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia  
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3214); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4033); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4045); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756);  

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA 

dan 

BUPATI BANGKA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG 
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 
2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  dan  perangkat  daerah  sebagai  

unsur  penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
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3. Bupati adalah Bupati Bangka. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka. 
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten 
Bangka. 

6. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti 
jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan 
dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai 
imbalan atau kompensasi.  

7. Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha 
(aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha. 

8. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan 
kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, 
didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. 

9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha 
yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan 
atau laba. 

10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah 
Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan. 

11. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya 
disingkat SP-SIUP adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh 
perusahaan, yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh 
SIUP Kecil/Menengah/Besar. 

12. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi 
perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor 
perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan 
bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama. 

13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit 
atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di 
tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas 
untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 

14. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili 
kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau 
pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai 
dengan yang diberikan. 

15. Daerah Terpencil adalah wilayah kecamatan yang secara geografis 
letaknya sulit dijangkau dan hanya dapat dicapai dengan pesawat udara 
atau angkutan laut/sungai. 

16. Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang bertanggung di bidang 
perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggungjawab 
dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat lain yang 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

BAB II 
SIUP 

   Pasal 2   
(1) Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP. 
(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. SIUP Kecil; 
b. SIUP Menengah; dan 
c. SIUP Besar. 
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(3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP 
mikro kepada perusahaan pedagangan mikro. 

Pasal 3 

(1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan 
bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

(2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang 
kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

(3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan 
bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Pasal 4 

(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 
dikecualikan terhadap : 
a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor 

perdagangan; 
b. kantor cabang atau kantor perwakilan; 
c. perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut : 

1. usaha perseorangan atau persekutuan; 
2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau 

anggota keluarga/kerabat terdekat; dan 
3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
(2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dapat diberikan SIUP mikro, apabila dikehendaki yang 
bersangkutan. 

Pasal 5 

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan : 
a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau 

kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP; 
b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari 

masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money 
game); atau 

c. Usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan 
perundang undangan tersendiri. 

Pasal 6 
(1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan 

dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah 
Negara Republik Indonesia. 

(2) SIUP diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan 
perdagangan atas nama perusahaan. 
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(3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada 
penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman 
modal. 

Pasal 7 
(1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan 

usaha. 
(2) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan 
SIUP. 

BAB III 
KEWENANGAN DAN PEMBINAAN 

Pasal 8 

(1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP. 
(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala 

Dinas atau Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 

(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada pejabat 
yang bertanggungjawab pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas di Daerah. 

(4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada camat, 
khusus untuk daerah terpencil. 

Pasal 9 
(1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP. 
(2) Tata cara pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 10 

Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus berkoordinasi 
dengan Dinas dalam penerbitan SIUP. 

BAB IV 
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SIUP 

Pasal 11 

(1) SP-SIUP baru diajukan kepada pejabat penerbit SIUP dengan mengisi 
formulir SP-SIUP dengan melampirkan dokumen persyaratan yang 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh pemilik atau 
pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan di atas materai 
cukup. 

(3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib 
melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh 
pemilik atau pengurus atau penganggung jawab perusahaan perdagangan. 

 
 


